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BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAVA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR II TAHUN 202 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

BUPATI INDRAMAYU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 
pemerintah berdasarkan hasil pengawasan serta 
untuk menilai suatu fungsi/program/kegiatan telah 
dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat, 
diperlulean adanya snafu ukuran mutu pengawasan 
yang sesuai dengan mandat pengawasan masing 
masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Indramayu. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
tentang 

Dala m 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Derita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah beberapa kalf diubah terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajaknan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2004 Noor 5, Tarabahan Lembaran 
Negara Republik Indoneeia Noror 4355] eebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmorisaai 
Peraturan Perpajaloan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 'Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6736); 

5. Undang-Undang Noror 15 Tahu 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dean Tangungiawab 
Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 'Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Noror 112, 'Tarnbahen 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038]; 

7. Udang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerita.han Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pererintahan Daerah (Lemberan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indononesia Noror 6757); 

9. Peraturan Pererintah Noror 60 Tahun 2008 tentang 
Sister Pengendalian Intern Pemerintah (8PIP; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Persngkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indononeeia Nomor 5888) 
ebagaimans telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahu 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 'Tahun 2016 
tentang Peranglat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, 'Tamnbahan 

Lerberan Negara Republik Indononeeia Noror 6402); 
11. Peraturan Pererintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengsaraan 
emerintahan Daerah; 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 'Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Displin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 6718; 

14. Peraturan Preaiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadean Berang/Jase Pererintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
fahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Noror 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Berang/Jess Pererintah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 13 'Tahun 

2006 tentang Pedoran Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Noror 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 23 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengnwasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daera.h sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mentei Dalarm Negeri Noror 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pererintahan Daerah; 
17,Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Deea; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanen Urum Daerah; 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifilasi, Kodefilessi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformaai Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupei dan 
Wilayah Birokrasi Bereth dan Melayani di lnetanei 
Pererintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 23 Tahun 
2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2021; 



23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Pedornan Evaluasi Pelakcsanaan Reformaai 

Birokrasi; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 'Tahun Anggaran 
2022; 

25. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokras! Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluesi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
26. Peraturan Deputi Bidang Pengawasen 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Noror 04 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Rielko pada 

Pererintah Daerah; 
27. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Perbangunan Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangen Daerah Nomor 08 'Tahun 
2020 tentang Pedoran Perencansan Pengawasen 
Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern 
Pererintah Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indrarayu Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daera.h di Kabupaten lndramayu sebagaim 
ans telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupeaten 
Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten indramayu Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat. Daera.h Ka.bupaten Indrarayu; 

30. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2016 
Tentang Organisasi den Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Indramayu sebagaim ans telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 41 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Indramayu Noror 35 Tahun 2016 Tentang Organisasi 
dan Tata Keija Inspektorat Kabupaten Indrarmayu; 

31. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 'Tahun 2017 
tentang Sister Pengendalian Internal Pemerintah di 
Lingkungan Pererintah Kabupaten ndramayu; 

32. Peraturan Bupati Indramayu Noror 27.3 Tahun 2019 
tentang Pedoran Penanganan Audit Investigatif atas 
Pelimpahan Laporan/Pengaduan dari Aparat Penegak 
Hukum Serta Masyarakat di Lingkugen Pemerintah 
Kabupaten Indramayu. 



MEMU'TUSKAN: 

Menetapkan :  PERA'TURAN BUPATT TENT'ANO PEDOMAN 
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupeti ini yang dimalaud dengan : 
1. Daerah kabupaten adalah Kabupaten Indramayu. 
2. Pemerintah Dacrah kabupaten adalah Pererintah Daerah Kabupaten 

Indramayu. 
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD] renurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalann sistem dan prinaip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, scbegnimans dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Indramayu. 
5. Batun Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pererintah 

Kabupaten Indramayu. 
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupeaten Indramnayu. 
7, Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indramayu. 
8. Urusan pererintahan adalah fungi-fungai pemerintahan yang 

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur den mengurus fungai-fungal tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalarm rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyaraket. 
9. Pengawasan adalah pengawasen intern yaitu seluruh proses kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungi organisesi dalam rangon 

memberikan keyakinan yang meradai ba.hwa kegiatan tela.h 
dilaksanakan eeeuai dengan tolok ukzur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 
tata kepemerinta.han yang beik. 

10. Aparat Pengawasan Intern Pererintah (APIP] adalah Instansi 
Pemerintah yang mempunyai tgas dan fungsi mclakukan 
pengawasan yang terdiri atas Baden Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (ltjen), Inspektorat 
Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerinta.h Kabupaten/ Kota. 



1. Pedoman pengawasan adalah kriteris atau ukuran mutu minimal 
untuk melakcukan kegiatan pengawasan yang wajib dipedomani oleh 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AI]. 

12. iagam Audit Intern merupekan dokumen formal yang menyatalan 
tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh 
APIP yang dibuat dalam bentuk penegasan komitmen dari para 
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsl 
audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 
Pemerintah Kabu paten Indramayu. 

13. Audit adalah proses identifkasi masalah, analisis, dan evahasi bukti 
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan stander audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, efektfitas, efisiensi, dan keandalan informasi 
pelaksanaan tugas dan fungi instansi pemerintah. 

14. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negana dan 
pelaksanaan tugas den fungei instansi pemerintah yang terdiri atas 
audit aspek ekonomis, efisiensi dan audit aspek efektivitas, sorta 
ketaatan pada peraturan. 

15. Auditor adalah jabatan yang mempunyad ruang lingkup, tugas, 
tanggungiawa.b, dan wewenang untuk melakukan pengawasen intern 
pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di 
dalamnya terdapat kepentingan negara eesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan 
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 
berwerang. 

16. Auditi/Obyek Pengawasan adala.h orang/instansi pemerintah yang 
dilakukan pengawasan oleh APIP. 

17. Auditan adalah Has~l proses identifikasi masalah, analleis, dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan 
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisienai, dan keandalan informasi 
pelaksanaan tugas dan fungi instansi pemerintahPejabat Pengawas 
Penyelenggaran Urunan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat 
P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, 
tugas, tanggungiawab, dan wewenang untuk relakukan kegiatan 
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pernerintahan di 
daenah, diluar pengawasan keuangan sesai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduli oleh Pegawai Negeri Sipil. 

18. Prinaip-prinaip dasar untuk pedoman pengawasan adalah asumsi 
asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan 
persyaratan yang digunakan dalamn mengembangkan pedoran 
pengawasen yang bagi APIP berguna dalam mengembangkan 
airpulan atau opini atas pengawasan intern yang dilakukan, 
terutama dalam hal tide.k adanya pedoman pengawasan yang 
berkaitan dergan hal-hal yang tengah diawasi. 

19. Perantauan adala.h proses penilaian kemajuan suatu 
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetaplan. 



20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan haail/prestasi 
quatu kegiatan dengan standar, rencana, atau normna yang telah 
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu kegietan dalam mencapei tujuan. 

21. Kebijakan daera.h adalah meliputi peraturan daerah, peraturan kepala 
daerah dan Keputusan Kepala Daera.h. 

22. sept°_""nioal adalah snap yang meeakup piliran yang 
selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti. 

23. Riaiko adala.h kemungkinan terjadinya auatu peristiwa atau kejadian 
yang akan berdampak pada pencapaian tujuan, yang diukur dari segi 
dampak dan kemungkinan. 

24. Rieiko Sise adalah risiko yang teraisa setelah manajemen mengarbil 
tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suat 
peristiwa yang merug~kan. 

25. Belera Risiko (Risk Appetite] adalah tingkat riskco bahwa euatu 
organisesi bersedia menerimanya. 

26. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, 
menilai, mengelola, dan mengendalkan peristiwa atau situas potensia] 
untuk member~kan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 
organisasi 

Pasal 2 

(1) Pedoman pelaksanaan audit kinerja dilaksanakan sesuai dengan 
otontan pelalonan pervn"Pendangan. 

(2) Pedoman pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimakeud pada 
ayat (1) tercantum dalarm Lampiran yang merupalan bagian tidak 

terpisa.hkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasa1 3 

(1) Pedoman pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) digunaloan sebagai acuan bagi Auditor dan Pejabat 

P2UPD Inspektorat dalam melakukan Audit Kinerja pada SKPD di 
lingkungen Pererintah Kabupaten Indrarayu. 

(2) Pedoman pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat ([l) adalah untuk menlai kinerja suatu organisasi, program, 
atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efleiensi, 
dan efektivitas (3E). 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Indramayu. 

pengundangan 
Berita Daerah 

ha batan Praf anggal 

I s # I t  
,  

AK I KI IR4 

T o o m o  

y 44444sD4 

ALI A6l 

Ditetapkan di Indramayu 

Pada tanggal3l Desember 2021 

BUPATI INDRAMAYU 

NINA AGUSTINA 

Diundangkan di Indramayu 
Pada tanggal 3l Desenber 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

Cap/rt1 

RINTO WALUYO 

abatan Parat Tang&al 

SEGRE TARIS 

� 'j, 
DAERA 

AISTEN PEE RN'TAN 

L DAN MF LAH'FAA 

RAKYAT 

KEALA BA GIAN HUKUM 

$u8 KOORDINATOR 

PERUNDANG UNDANGAN we 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

TAHUN 2021 NOMOR 1I 



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATT INDRAMAYU 
NOMOR 11 TARN 202 
TANOOAL 31 Deseber 2021 
TENTANO PEDOMAN PELAKBANAAN AUDIT 

KINERJA SATUAN KERJA PERANOKAT 
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU. 

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Makeud, Tujuan dan Ruang Lingkup 
1. Makeud disusunnya Pedoman Pelaksnaan Audit Kincrja SKPD 

adalah sebagal acuan bagi Auditor dan Pejabat P2UPD lnspektorat 
dalam melakukan Audit Kinerja pada SKPD di lingungan 
Pererintah Kabupaten Indramayu. 

2. Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja 8KPD 
adalah untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, a.tau 

kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisieasl, dan 

efektivitas (3E). 

3, Audit sebagaimana diraksud pade angka 2, berfokus pade area 
yang mampu memberi nilai tambah dan merilikd potensi untuk 
perbaikan berkelanjutan. 

4. Ruang lingkup Pedoran Pelaksanaan Audit Kiner]a SKPD meliputi 
pedomen/tata care pelakaanaan audit kinerja mulai dari tahap 
perencanaan sampai dengan tahap komunikasi haail audit. 

5. Panduan/tata care sebagaimana diraksud pada angka 4 bereifat 
umum dan agar APIP dapat menyesuafkan dengan proses dari 

program/kegiatan yang diaudit serta memperhatikan referensi/ 
petunjuk lainnye. 

B. Prinsip Audit Kinerja 
1, Prinsip audit kinerja trrkait dengan hubungan antare input, output, 

proses, dan outcome. 

a) Input adala.h umber daya dalam bentuk dana, sumber daya 
manusia (9DM), peralatan dan material yang digunakan untuk 
menghasilkan output. 

b) Output adala.h barang-barang yang diproduksi, jasa yang 
diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas 

input. 
c) Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan 

inpt untuke meghasflkan output. 
d) Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui 

output. 



C. Aspek Audit Kinerja 
1. Aspek audit kinerja terdiri ates : 

a) aspek ekonomis, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang 
akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, 
kualitas, dan kuantitas yang tepat. Audit atas aspek ekonomis 
mellputi faktor: 
1) Barang/jaea untuk kepentingan program, alkrtivitas, fungi, 

den kegiatan telah diperoleh dengan harga leblh murah 
dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama; dan 

2) Barang/jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih 
bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa 
dengan harga yang same. 

b) aspek efiaiensi, merupakan hubungan optimal antara input dan 
output. Suatu entitas dikatakan efaien apabila mempu 
menghas~kan output maksimal dengan jumlah input tertentu 
atau mampu menghasilkan output tertentu dengan 
mermanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi 
meliputi; 
l) Apakah input yang tersedia untuk menghas~lkan berang/jasa 

telah dipekai secara optimal; 
2) Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih 

sedikit input; 
3) Apakah output yang terbak dalam ukuran kuantitas dan 

kualltas dapat diperoleh dari input yang digunakaan. 
c) aspek efiektifitas, merupeakan pencapeian tujuan. Efektivitas 

berkaaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan 
dengan tujuan yang dicapai (outcome]. Efektif berarti output 
yang dihas~lkan telah memeruhi tujuan yang ditetapkan. Audit 
atas aspek efektivitas meliputi; 
1) Apalah output yang dihas~lkan telah diranfaatkan 

eebagairana diharapkan; 
2) Apekah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan 

yang ditetapkan; 

3) Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang 
dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkcungan luar. 

2. Audit dilakseanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah 
Indonesia (SAII] yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia 



BAB II 
METODOLOOI AUDIT KINER.JA 

Secara geris besar metodologi ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu : 

1. Perencanaan. 

Metodologi dalam Taha pan Perencanaan meliputi: 

a. Permahaman obyek audit dan pengidentifikasian masalah; 
b. Permahaman sistem pengendalian intern; 
c. Penentuan tujuan dan lingkup audit; 

d. Penentuan kriteris audit; 

e. Pengidentiflkasian jenis bukti dan prosed ur audit; 
f. Penyusunan program kerja. audit. 

2. Pelaksanaan. 
Metodologi dalam Tahapan Pelaksanaan mebiputi : 

a. Perolchan dan Pengujian data; 
b. Penyuunan dan penyampaian konsep Temuan Audit; 
c. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan 

Audit; den 
d. Penyampeian Temuan Audit. 

3. Komunkasi Has~l Audit. 
Metodologi dalarm Ta.hapan Komunikasi Haail Audit meliputi: 

a. Penyusunan konsep laporan Hae~l Audit (LHA]; 

b. Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA). 



BAB III 
TAHAPAN PERENCANAAN AUDIT KINERJA 

A. Umum 

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit 
secara rinci berdasarkan perencawnean pengawasan ARI, sehinga 

pelaksanaan audit berjalan secara eflaien dan efeltif. Pada 
perencanaan audit, auditor mengumpulkan informasi untuk 

menentukan kebijakan awal mengenai: 
1) lingkup audit; 
2) biaya, waktu dan keahian yang diperlukan; 
3) tujuan audit; 
4) area audit yang perlu untuk direviu secara mendalam; 
5) kriteris audit; dan 
6) jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakcukan. 

B. Perahaman Obyek Audit dan Pengidentiftkasian Masalah 
1. Tujuan dari kegiatan pemahaman obyek audit dan 

pengidentifikasian masalah adalah: 
! ""Pmleh  data, intoraast, erta 1tar belaeane aditan/ 

program/ kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang diaudit 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan input, proses, 
otpt, serta otoome; dan 

b) Mensi#anti mesa±ah-maasalah yang ada datam auditan/ 
kegiatan/ program yang akan diaudit. 

c) hnpt dalam pemenuhan pemahaman obyek audit dan 
pengidentiftkasian masalah, diantaranya ; 
1) Peraturan perundang-undangan, berupa: Undang-Undang 

(UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden 
(Perpres), Peraturan Menteri, Keputusen Menteri, Keputuean 
Dirjen, Surat Eda.ran Dirjen, Keputusan Kepala Dinas, Surat 
Edaran Kepala Dinas, yang terkait dengan program/kegietan 
yang diaudit; 

2) Sistem dan Proeedur Operasional (80P, den petunjuk 
operasional yang terkait dengan program/kegiatan yang 
dlaudit; 

3) Laporan Hasil Audit sebelumnya; 
4] Hast-haail diskusi dengan pimpinan auditan dan 

stakeholder, dan; 
5) Hail liputan media mases dan penelaahan informasi dari 

internet yang terkait dengan program/kegiatan yang diaudit. 

2. Langkaah-Langkah Perahaman Terhadap Auditan Dan 

Pengidentifikaslan Masalah: 
a) Anallgis SOP/aturan-aturan berkaitan dengan auditan, yang 

relevan dengan tujuan audit; 
b) Lakukan observasi asingkat pada kantor auditan. Kegiatan ini 

dilaksanaknn untuk mengukrur tingkat kepatuhan atas 



implementaaj SOP/aturan-aturan dan Sitem Pengendaian 
Intern: 

• 

c] Lakukan wawancara dengan pimpinan auditan. Wawancara ini 
dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang 
beraifat umum, seperti misi auditan yang akan diaudit, target 
kegiatan pads tahun berjalan, anggaran yang tersedis, realisasi 
kegiatan, dan sebagainya; 

d) Reviu peraturan-peraturan yang terkait auditan/ program/ 
kegiatan yang diaudit, laporan kerajuan pelaksanraan program, 
serta hambatan-hambatan dalam pencapaian program; 

e] Lakcukan inventariasi atas tolok ukur, standar, atau KI yang 
telah diteraplaan oleh euditan dalam melakcsanalcan program/ 

legiatan. 
f Buatlah aimpulan mengenai pemahamnan atas auditan dan 

permasalahan yang berhas~l diidentifkasi dalam tahap ini. 
Permasalahan ini merupakan identiffkasi awal bag 
pengembangan arah dan tujuen audit pade tahap perencanen 
eelanjutnya. 

C. Permahaman Penilaian Sistem Pengendalien Intern 
Penilalan sistem pen«endalian internal (8PT) dilak" melalui 
penyusunan kuesioner. Auditor menggunakan pertimbangan 
profeionalnya untuk menentukan pertanyaan yang eesuai dengan 
kebutu han audit auatu kegiatan. 

D. Penentuan Tujuan den Lingkup Audit 
1. Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit adalah output dari kegietan 

pemaharan auditan dan pengidentifikasian masalah serta 
kegiatan pemahaman aister pengendalian intern, dengan 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
a] menentukan tujuan audit 
b) menentukan lingkup audit 

2. Penentuan tufuan audit meliputi aspek ekonomis, efisiensi, 
efektivltas (3E) dan kepatuhan {1K, atau secara bertahap mulai 
dari salah satu aspek kinerja (1E), atau kombinasi dari dua aspeck 
kinerje (2E) disertai kepatuhan. 

3. Penentuan lingkup audit dapat dilaksanakan dengan care : 
a) menentukan lingkuup audit etas dasar informasi yang diperoleh 

pads audit sebelurnya. 
b) melakukan perubahan dalam lingkup audit apab~la informasi 

yang diperoleh dalam pelaksanaan audit megharuskan 
deriian 

c) dalam hal terdapat perintah/arahan dalam menentukan ingkup 
audit kinerja secara luas, lakuukan pertirmbangan profeatonal 
untuk merincinya secara lebih khusus (apesifik). 

4. Output dari kegiatan Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit adalah : 

a) tujuan euudit; 



b] lingkup audit meliputi: fokus audit, unit auditan, kegiatan/ 
program/sasaran strategis yang mendukung Indikator Kiner]a 
Utars (IKU) Pererintah Daerah, Tahun yang diaudit, dan aspek 
linerja yang diaudit. 

E. Penentuan Kriteria Audit 
I. Kriteria adalah standar-stander kinerje yang logis dan bisa dicapeai 

untuk men~lai aspek ekonomis, efiaiensi, dan efektivitas dari 
kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan. 

2. Input yang digunakan untuk menentu.kan kriteria audit antara lain 
cbegai berikaut: 
a) output dari kegiatan perencanaan sebelurnya; 
b) kriteris yang diperoleh dari auditan terlait, antara lain memuat 

pengendalian, standar, ukuran, has~l, target, dan komitmen 
yang ditetaplan oleh auditan terse but; 

c) kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan; 
d) praktik terbaik [best practice] yang diperoleh dari kegiatan 

serupa yang telah berhasil; 
e) standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan 

melalui proses yang baku (due process] dan berterime umum. 
Artinya kriteria tersebut merupalan has~l konsultasi dan telah 
diuji, sehingga diterima oleh pihak-pihake berwenang/ 
berkepentingan dan telah mencerminkan hsail kesepakatan 
profesional. 

f indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau 
oleh pemerintah, misalnya indicator yang tercantum dalam 
RPJMD, Renstra, RKA, atau Perjanjian Kinerja (Perlin) yang 
disepakati 

g) informasi dan ilmu pengetahuan yang tela.h dibakuloan. 

h) kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit eerupa atau oleh 
Lembaga Pengawasan di negara lain, 

i) stander kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang 
melaksanakan keiatan atau program serupa 

j] hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program/ 

kegiatan auditan 
k] hasil identifikasi tren inerja rata-rata atau optimal yang telah 

dicapai. 
l] literatur lainnya. 

3. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan kriteria 
dapat dilakukan dengan pelakanaan scbagai berikut ; 
a) mengidentifikasi apakah auditan telah merilili kriteria yang 

dapat digunakan untuk mengukr kinerja program/ kegiatan 
yang dilaksanakan; 

b] menguji apelaah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan 
tujuan audit dan memenuhi larakteristik kriteria yang beik 
yaitu Andel, Obyektif, Bermanfaat, Dapat Dimengerti, Dapat 
Diperbandingkan, Lengkap, Dapat Diterima dan Releven; 

c) mengembengkcan kriteria lain dengan persetujuan auditan jika 
auditan tidak memiliki kriteria atau dart hasil pengujian, 



kriteria yang ada ternyata tidak relevan dengan tujuan audit 
dan beum memenuhi karakteristik kriteria; 

d) kriteria yang akan dipakai kepada auditan 
sebelum audit dllaknanakan untuk mendapatkn kesepalaatan 

bersama (APIP dan manajemen auditan) mengenai dasar 

pengukuran kinerja yang digunakan dalam audit atas obyek 
yang diaudit; 

e) menerapkan kriteria yang telah ditetaplan dalam audit. 
4. Output yang dihasilkan dari kegiatan penentuan kriteria audit 

adala.h standar yang akan digunakan sebagai pembanding 
terhadap praktik yang berjalan meliputi: 

a) kelompok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivltas); 
b) jenis kriteris [rincian kriteria yang terdapat dalam masing- 

masing kelompok); 
] penjelasan (deelaripai ringkas etap jenis kriteria); 
d) satuan pengukunan (misalkan kilometer/jam, orang/heri); 

e) sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperoleh); 
f] stander ukuran kinerja (menjelaakan standar yang digunakan 

dan artinya]; 
g) tanggapan euditan (sepakat atau tidal eepalat). 

F. Pengidentifikaslan Jenis Bukti dan Prosedur Audit 
Definisi Bukti Audit atau audit evidence adala.h segala informasi yang 
digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang 
diaudit yang eudah dengan kriteria tertentu. Jenis Bukti dirmaksud 
dalarm pelaksanaan Audit ialah fakta yang diperoleh sebagai hail 

pemerikeaan fisik, bitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan, 
pernyataan pejabat dan lain-lain, fakta itu menjadi dasar yang layak 
untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuargan 
(auditing evidence), eedanglean jenis buktinya. 
Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakaukan oleh auditor 
untuk mendapatlan informasi mengenai kinerje dan kualtas 
keuangan suatu organiasi Perangkat Daerah, sebaiknya dibuat 
menurut sasaran audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara 
keseluruhan hasil audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit. 

0. Peryusunan Program Kerja Audit 
1. Program kerja audit berisi tujuan audit den proscdur yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan audit; 
2. Input yang diperlukaan dalam kegiatan Penyusunan Program Kerja 

Audit terinci antara lain berupa Survei Pendahuluan, Standar 
Audit Intern Pemerintnh Indonesia (SAIPH), Pedoman Pelaksanean 
Pengawasan (S0OP, dan Ara.han khusus dari pimpinan AMP; 

3. Struktur dalam penyusunan Program Kerja Audit diantaranya: 
a] dasar audit; 

b) standar audit; 
c) organisasi/ program/ fungsi pelayanan publfk yang diaudit; 
d) tahun anggaran yang diaudit; 
e) identitas dan data umum yang diaudit; 



BAB IV 

TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA 

A. Urum 
Tujuan pelaksenaan audit liner]a adalah untuk mendapatkan bukti 
yang cukup, kompeten, dsn relevan, sehingea APIP dapat. : 

1, Men~lei apakah kinerja auditan yang diaudit seeusi dengan 
kriteria atau tidak; 

2. Menyimpulkan apekah tujuan-tujuan audit tercapal etau tidak; 
3. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk mermnperbeiki 

kinerja auditan yang diaudit; dan 
4. Mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit. 

B. Perolehan dan Pengujian data 
Tjuan dari tahap Perolehan dan Pengujian Data adalah untuk 

memperoleh bukti audit scbegai pendukung teruan audit dan 
simpulan audit. Bukti audit harues merliki karakteristik cukup, 
kompeten, dan relevan untuk memberikan dasar yang kuat bag 
temuan, simpulan, dan rekorendasi audit. 

Input yang digunakan dalam kegiatan Pengumpulan dan 
Pengujian Data antara lain berupa: Program Kerja Audit, Data Audit, 
dan Kriteria Audit. 
1. Perolehan Data 

a) Dalam memperoleh bukti audit yang material, auditor dapat 
menggunakan telnik sampling yang mewakili populasi data 
yang diaudit. 

b] Sampling sebagaimana dirakesud pade angka 2 adala.h sebagai 
penerapen prosedur audit terhadap keurang dari aeratus persen 
dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan 
tujuan men~lai beberape karakteristik saldo akun atau 
kelompok transaksi tersebut; 

c) Terdapat dua pendelatan umum dalam sampling audit, yaitu : 
1) Statistical Sampling yaitu sampling dengan penerapan aturan 

matematika dimana auditor dapat mengkuantifikaasi 
(mengukur) risiko sampling pada seat merencanalan aampel 

dan mengevaluasi haail; 
2) Non.statistical Sampling yaitu pendekatan yang digunakan 

dirana auditor mengguuna.kan pengetahuan dan 

pengalanannya dalam menentukan uluran aarpel yang 
dipilih, dan keputusan yang diambil lebih berdasarkan 
pertimbangan. Metode ini sering disebut juga dengan 
judgement sampling. 

d) Dalam menentukan ukuran amnpel audit, auditor harus 
mempertirbangkan tujuan audit yang spesifik, karakteriestik 
populasi dan perilihan metode sampling; 

e) Dalam renggunakan sampel statistik, auditor harus 
mempertimbangkoan konsep seperti tingkat toleransi salah saji 

(tolerable error) yang dapeat diterims; 



a) Toleransi salah saji adalah jurlah maksimal dari kesalahan 
yang masih dapat diterima oleh auditor; 

b) Toleranei salah saji ini tidak sepenuhnya dari keputuaan 
auditor, narun juga dapat dipengaruhi oleh proses bisnis, 
berkonsultasi dengan pihak manajemen, atau dari best 

practices yang ada. Dalamn suatu kasus, terdapat satu 
kesalahan saja tidak dapet ditoleransi oleh auditor. 

f Bukt±-bukti yang didapat dari perolehan dan penguajian data 
dapat berupa ; 
a) Bukti Fisik; 
) Testimoni; 
c) Dokumen; 
d) Analisis. 

2. Penguflan Data 
a) Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian 

bukti audit adalah sebagai berikut: 
1) APIP dapat renggunakan telnik-tekanik pengujian, antara 

lain: wawancara, inspeksi/audit secara langsung, 
konfirmasi, reviu analftis (rasio, tren, pola), dll. Dalam 
menentulean telanik pengujian bukti, maka APIP per 

mempertimbangkan faktor-faktor antara lain jenis dan 
eumber bukti yang diuji, serta waktu den biaya yang 
diperlukan untuk menguji bukti;. 

2) APIP membandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit 
dengan criteria audit. 

3] APIP mengidentifikasi sebab dan akibat apabila terdapat 
perbedean yang signifikan antara kondiai dan kriteria. 

b) Output yang dihas~lkan dani kegiatan Pengujian Data adalah 
keeimpulan haail pengujian bukti, yang didokumentasikan 
pada Kertas Kerja Audit (KKA). 

c) APIP juga mengidentifikast unsur-unsur temuan dan usulan 
rekomendasi 

C Penyusunan dan Penyampaian Koneep Temuan Audit 
• Input yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Temuan Audit 

adalah: 
a) tujuan audit; 
b) kriteria yang telah ditetapkan; 
c) bukti audit; dan 
d) kesimpulan hesil pengujian bukti 

2. Langkah-langkah yang diperukan dalam kegiatan menyusun 
temuan audit adalah sebagai berikut : 
a) Berdasarkan kesimpulan hail pengujian bukti, apabila 

terdapat perbedaan (gap] yang signifkan antara kondisi dan 
kriteria, tentukan apaknh perbedaan tersebut poeitif atau 
negatit, Perbedaan poaitif terjadi apabila kondisi yang 
ditemukan sama atau lebih belk daripada kriteris. Perbedaan 



negatif terjadi apabila kondisi yang ditermukan tida.k 
sesuai/ mencapai kriteria. 

b) Sangat dimungkinkan, APIP menemulean suatu kondisi yang 
tela.h memenuhi atau melebihi kriteria yang disebut temuan 
positif, APIP perh mempertimbangkan relevansi temuan poaltif 
dengen tujuan audit. Apabila teruan tersebut relevan 
terhadap tujuan audit, maka APIP perlu mengungkap hal 
tereebut dalam Laporan Hasil Audit. 

c) Delam hat APIP meemukan kondist yang tidak memenu.hi 
kriteria, yang disebut sebagai temuan negatif, APIP perlu 
mengidentifikasi unsur-unsur temun hingga menjadi suatu 
temuan audit. 

d) Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian 
negara/ fraud yang relevan dengan tujuan audit, makaa APIP 
perlu melakukan pendalaman auditnya sampai menjadi 
temuan audit. Indikasd yang tidak relevan dengan tujuan audit, 
perlu didokumentaaika secara memadai dalam KKA dan akan 
ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuai. 

e) APIP mengomunikasikan konsep termnuan audit dengan 
pirpinan auditan untuk mendapatkan klarifikasi. Tujuan dari 
korunikasi konsep temuan audit dengan auditan adalah 
untuk melakukan validasi lonsep teruan yang telah 
diloembanglan oleh APIP. 

f APIP menyampealkan Temuan Audit kepada pimpinan auditan 
yang diaudit. 

3. Output yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Teruan Audit 
adala.h: 
a) Koneep Teman Audit; 
b) Berita Acara Temuan Audit; 
c) Tanggapan reemi tertulis atas Berita Acare Temuan Audit. 

4. Kegiatan Penyusunan Temuan Audit didokumentaslkan menjadi 
suatu KKA. 

5. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Audit 
Tanggapen/Komentar Pejabat/Pirmpinan SKPD yang berwenangan 
atas tanggapen terkait dengan temuan basil audit yang telah 
dilaksanakan oleh APIP kepade 8atuen Kerja Perangkat Daerah. 

6. Penyampeian Termuan Audit 
Temuan Hasll Audit pada Satuan Kerje Perangkat Daerah (8KPD] 
etelah ada tanggapan atau korentar pejabat berwenang diserahkan 
kepeda Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 



BAB V 

KOMUNIKASI HASIL AUDIT 

A. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit 
I. Penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA] dapat berupa 

bentuk BAB atau bentuk surat; 

2. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit Standar Auditor Internal 
Pemerintah Indonesia (SAIPI) dalam bentuk BAB mensyaratkan 
bahwa suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di 
bawah ini: 
a) Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Stander 

Audit; 
b) Tujuan, lingkup dan metodologi Audit; 
c) Hasil audit berupa temuan audit, simpulan dan rekomendasi; 
d) Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit. 

3. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit Standar Auditor Internal 
Pemerintah Indonesia [SA1PI) dalam bentuk surat dituangkan 
dalam beberapa paragraf yaitu 
a) Paragraf pembuka memuat tujuan dan ruang lingkup; 
b) Paragraf isi memuat simpulan hasil audit yang dapat 

menjawab secara langsung tujuan audit dan rekomendasi; 
c) Paragraf penjelas memuat penjelasan tambahan jika 

diperlukan; 
d) Paragraf penutup berisi permintaan kepada auditan agar 

rekomendasi segera ditindaklanjuti dan menginformasikannya 
kepada APIP. 

4. Kegiatan Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit 
didokumcntasikan mcnjadi Kertas Kerja Audit (KKA]. 

B. Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) 
Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja 
erangkat Daerah yang telah dilaksanakan Audit. 

Jabatan Paraf Tanggal 

I N T  
/  

''""'"'"" '"� ,_ 
St8. OODrNroR p 
ANAL.SIS DAN » 

EVALUASf 

Jabatan Paraf Tang&al 

SEKETARIS 7 

DAERAH 

A$I8IE¥ EM IN TANN 

L DAN KESE JMHTERAAN 

RAKYAT 

KEALA BA GIAN HUKUM 
- 

£UB KOORDINA TOR 
-s PERUNDANG-UNDANGAN 

BUPATT INDRAMAYU, 

• 

NINA AGUSTINA 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR I TATON 202 

TANGOAL 31 Deseber 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT 

KINERJA SATUAN KERJA PERANOKAT 
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, 

1, KERTAS KERJA PEMAHAMAN ORGANISASI AUDITAN 

AUDIT KINER.JA 

ATAS. . 

TAHON . 

No. 

Dibuat Oleh 

Dlreviu oleh 
Disetujui oleh 

• 
• 

• 
• 

.. . 

. . 

. . 

................. 

KE'RTAS KERJA PEMAHAMAN OROANI8AST AUDITAN 

Hasil penclaahan dokumen dan wawancara dengan manajemen: 

I. Visi dan Misi Organisasd 
....................................................................................................................... 

············ .. -···· . 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

···•·•· · . 

2. Tujuan organisasi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

3. Tugas pokok dan fungai onaniseasi 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4, Dear hulrum darn peratran yang memergaru.hi pelakcsanaan program atau 
fungei pelayvanan publik organisesi 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

. .  

5. Sasaran dari program / leglatan organisasi 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 



6. Struktur organisasi auditan 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

7. Input, proses, output, dan outcome dari organisasi yang diperilkse 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

8. Anggaran yang di~kelola organises 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

9, Ke Performance Indicator (KPI yang digunakan oleh organisasi dalarm 

men~lai kinerja. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

10. Ringkasan hasil reviu atas penaturan perundang-undangan yang relevan 

dengan tupolsi organisasi 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

1L. Ringkasen program kegiatan yang ditetapkan dalam tahun berjalan 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 



2. KERTAS KERJA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH 

AUDIT KINER.JA 

ATAS. . 

TAHUN .. 

No. 

Dtbuat Oleh 

Direvlu oleh 

Disetujui oleh 

. .. 

·······--···----· 

................. 

KERTAB KERJA PENOIDENTIFTKASIAN MABALAH 

Hasil wewancara dengan moanaemen, peme heme.n uuditan, dan is yang 
berkembeng di media maa : 

No Penmssala ban Surber Informsi 



3. PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

AUDIT KINER.JA 

ATAS . 

TAHUN . 

No. 
Dibuat Oleh 
Direviu oleh 
Disetujui oleh 

• • 

. . 

. . 

................. 

PEMAHAMAN SISTEM PEN GENDALIAN INTERN 

No Perahamaun 8PIP Ya Tak Catatan 

1 Lingkugan Pengendaliar 

a. Integritas dan Nila! Et~la 
1) Apakah jajaran pimpinan entits 

menailfi komitmen terhadap 

integritas dan nilai etila? 

2 Apaka.h entitas meraili lode etik 
yang bersifat komprchensif? 

3) ........ 

b. Komitmen terhadap Korpetensi 
1) Apaka.h telah terdapat job description 

yang menelas.kan tugas euatu 

pelerjaan/ posisi tertentu esual 
lebutuhan entitas? 

2) Apakah pane,emoou entita teclah 

melakukan mengenai jenis pekerjean 
dan perlu/ tidelnya supervisi atau 
pelatihan? 

3) ........ 

c. Oaya operasi dan filosofi manajemen 
I) Apela.h manae.men entitas 

menerapkan prinslp kehati- hatian? 
2) Apalcah manajemen entita hanya 

ala.n bertlndiak setelah melalui 

analisis mendaler terhalap risllo 
dan kesungkinan manfaat yang 

diperoleh? 
3) ............... 

d. Strutur Organisesd 

1) struktur organisasi tida.k boleh 

terlalu sederhan.a sehinge 

pera tau.an terhadap lrgia tan 

cntitad tide.k alan memadad dan 

tidal boleh pule terlalu komple.ks 

karena dapat mengganggu 

elancaran arus informasl; 
2) Apa.lab Jajaran pimpinan entitas 

telah mere.hemf sepenuhnya 

tanggung jawab pengendelian yang 



mereka mflki? 
3) ........ 

6. Tanggung Jarwa.b dan Wewenang. 
1) Apakah me kanisme perbebanan 

suatu tanggung jawab, pendelegaslen 
% pang, dan pengembangan 

kebijakan dapat mendukung 

terciptanya akcunta b~lites dan 

pengendalian? 
2) Apela.h pembebanan tanggung jerwab 

dan pendelegaslan wewen.ang 

dihubungkan/ diatkan dengan 

tujuan dan saseran organisasi, fungi 

operasi, tuntutan peraturan, 

tanggung jawab etas slstem operasi, 
dan wewenang etas 8uatu 
peruba.han? 

3) ........ 

r. Kebijakan den Praktek Sumber Daya 
Manusia 
1) Apalah terdapat prosed ur dan 

lebijakan tertulle dalam penggunaan, 
pelatihan, promoet, dan pengajian 

pegawa? 
2) J~a tidak ada praktek den kebijakan 

tertuis, apakcah maoajemen 
mengor unikasikan ekspektasi 

tentang orang yang alcan 

dlpelerjalan at.au berpartisipasi 

0caTh langsung da.lam proses 

pemillhan tersebut? 
3) ........ 

g- Kegiata Pergawasan 

1) Apaka.h entitas reel'N'el auditor 
intern dan telabhditempatkan pada 
edud ukan yang tepeat dalar 

organisest? 

2 Apalah auditor internal melakuken 

audit dan reviu atas keglatan entitas 
secare independen? 

3) ........ 

2 Penilaian Res~lo 
a. Penetapan Tujuan Organisasi 

1) Apa.lab pimptna organisasi telah 

menetaplan tujuan umum organisesi 
dalam bentuk visit, mist, tu/uan, dean 
ea.saran 

2) Apakah visl, misi, tujuan, dan 

sasaran organisasi terse but sejalan 



dengan program yang telah 
diteta.plan oleh lerbaga legislatif? 

3) ........ 

b. Penetapan Tujuan Operasional Entitas 

I) Apalah serue altivitas yang 
signiftkar suda.h seja.en dengan 
tujuan operaslional entitas? 

2) Apaka.h serua akrtivitas telah direviu 
0ca.re periodik untuk meras.than 

bahwa altivitat-aktfvtas terse but 

tidak menyimpang dearl tujuan 

operasional dan rencane strategts 
entitas? 

3) ........ 

c. Identificasl Risiko 

I) Apaka.h sudah digunakcan retode 

penilalan risilo kualitatif untu.k 

menentuan urutan ri~lo relatif 

secara periodik? 

2) Apekah suda.h digunakan metode 
penlaian risiko kuantitatif untuk 

menentukan urutan risiko relatif 

secana periodik? 

3) ........ 

d. Analisls Risko 

I) Apakah pimpinan enthtas trla.h 

menetapkcan pro !I formal untuke 

menganalisis risiko terrasukc proses 

informal berdasarian aktivitas sebari 

hart? 

2 Apala.h tela.h ditetaplan leriteris 

dalam menetaplan tinglat risiko 
rendah, sedang, den tinggi? 

3) ........ 

e. Miengelola Ria#lo alibat Perubaben 
I) Apakah suda.h diperhitungkan scluruh 

operasional entitas yang dapat 
dipengaruhi oleh perubahan? 

2) Apela.h perubahan-perubahan yang 

rutin sud.ah diperhitungkan dealer 

proses identifiasf ristko yang sudah 

baku? 

3) ........ 

3 Aktivitas engendaliar 
e. Pelakeanean reviu oleh tanajemet pee 

tingkat atas 

) Apakah terdapat melanire reviu dari 

pejebat tingg! a tau manajer senior 



untuk mengawaai penoapaian uat 

entitas terhadap rencana yang telah 
dibuet? 

2) Apa.kah pejabet tinggi a tau manajer 
senior mcngawes penoapalan 9u.at 

entitas terhadap rencang yang telah 
dibuat sesuai mekcanisme yang ada? 

3) ......... 

b. Mereviu pengelolaan 8DM 
I) Apalah elepektasi manejemen 

terhadap pencapeden tujuan telah 

didokumentasfla kepada seluruh 

personil? 
2) Apalah elpektasi manajemen 

terhadap pencapaian tujuan telah 

dionunkadiean kepada seluruh 

persondl? 

3) ......... 

c. Mereviu pengelolean informal untuk 
memastikan tingkat keakcuratan den 
keengkcapan inform.asi 
I) Apalah pembukuan semua transaksi 

dilakuloan socama sekuensial? 
2) Apa.kah jumlah-Jumlah transaksi telah 

dicocolan dengan jumlah petgendal? 

3) ...... 

d. Menetaplan dan mecmantau indicator dan 
ukeuran tinglat leakerurstan dan 

kelengkapan informasi 
I) Apakah indicator dan ukuran kinerja 

telah dibuat untuk setiap bagian dan 
level dalar ongnisasi earpai kepede 
individu? 

2) Apalah terhadap indikator terse.but 

tela.h dilakukan reviu dan vabidasi 

secara periodik? 
3) ...... 

e. Memlsahan tugas atau fungsi 
I) Apalah kewenangan untuk 

mergendal~loan scluruh aktivitae kunci 
dipisahkan? 

2) Apaka.h terdapat permisahan tugas den 
tang@ng jaws b dalam otorisasir 

3) ...... 

f. Merelu otorleast kepada personil tertentu 
dalam melakukan suatu transalcsi 
I) Apakah transalsi yang dialcui banya 

transakcs-transalsl yang valid scsuai 



ketentuan manajemen? 

2) Apaka.h wuatu transacs hanyea 

dilalrukan oleh orang yang merilili 

wewenange 

3) ...... 

g. Mereviu pencatatan etas transaksi dengan 

menguji 
1) Apaka.h setlap transaksf telab 

dill%Lei dandlcatat secara 

memadai gunae mend ukung 

pengendallan operasi dan pengam bilan 

keputusan? 
2) ....... 

h. Merbuat per batasan akses dan 
ak untablltas terhadap suruber daye dan 
catatan-catatan: 
I) Apalah terdapet pembatasan terhadap 

ales atas sumber daye dan catatan? 

2) Apakah stander, prosodur, dan operasi 
ta.s pembatasan aksee telah 

ditetaploan? 

3) ....... 

i Pendokumentasian 

1 Apalah sister pengendalien intern, 

eemua transalai dan kejadian penting 

lainnya tels.h didokcumentasfkan 

scare meradaf? 

2) Apekah dokcumentasi terse but selabu 

trreedia untuk le pen tingan 
pengjian? 

3) ....... 

4 Informasi den Kon unilasd 
a. Informasl 

I) Apakah informasi dildetf1%ei, 

diperoleh, diproses, dan dilaporkan 
melalui suatu sister informasi? 

2) Apaka.h informasl yang relevan 
diperoleh baik dari sumber ekstenal 
maupun dari informasi yang dike.lolea 

socara internal? 
3) ....... 

b. Komun~kasi 
1) Apakah tugs dan ta.ngguns jewe.db 

pengendalian pegawai 

dikomo umikes~'lean melalui jaringan 
komun~kasi yang efektif? 

2) Apela.h ea.lurea ouod.lea.si eeperti 



pada seat pelatihan, rapat atau dalan 
pelaksansan pekerjaan balk 0Can 

formal ma upun informal telah 
dialsanalan secara memada? 

3) ....... 

• Bentuk dan slat lorun~least 

1 Apela.h pimpioan entitas 

merggunalan mctode lcomun~kasi 
efetetf yang antara lain eliputi 

manual le bija.loan dan prosed ur, 

aura.han manajemen, memorandum, 
pemberitahan, situs internet dan 
intranet, pesan-pesen mclalui video- 
tape, e-mail, dan pidato-pidato? 

2) ....... 

5 emanta.uan 
a. Permantauan Berlelanjutan 

(l) Apaka.h pererintah atau manajemen 
menilili strategi untuk menjamin 
efektivitas pelaksanaaen pemanta0an 
berkelanjutan Beberape hal yang 

perlu dipertimbangkan: 
(e} Apalah strategi yang dim~ii 

pemerintah a.ta. manaemen 
menjamin umpan ballk (feed back] 
secara rutin, perantauan linerje, 
dan pencapeian tufuan 8PI 

(b) ••••••• 
(2) Dalam pelaksana.an tugs rutinnya, 

apaka.h pegawed memperoleh informasi 
mengenal berfungi tide.knya 8PI. 
Beberapa informasl yang dapat 
dipertimbangkan adalah: 
(a) Apalab pejabat pelaksana at.au 

manajemen operasi 
mem bandinglaan produksi, 
pereedlan, penjualan, dan 

informasi lainnya yang didapatkan 
dant kegla.tan rutin dengan sister 
yang menghas~llan informasi? 

(bl ...... 

(3) Apa.kcah pihak ketiga juga dilibatkan 
dalam pelakcsanaan perantauan 
(a) Apekah leluhan-e bu han 

moasyarakat dan pihak lain dapat 

seg a diketahui penyebabnya? 
(bl ...... 

(4) Apakah struktur organisasi dan 
kegiatan supervisei yang ala dapat 



meba.ntu pemanta an terhadap 

fungal 8PT? 
(a) Apalah pembagian tugas dan 

tanggung jawab digunakan untuk 

men be.ntu pendctcksian 

kecurangan? 
(bl .•.• 

(5) Apaka.h data yang dictat oleh sister 
informasl ma u pun keuangan telah 
dibardingkan ecare periodilr dengan 

flaiknya? 
(a) Apalah persedisac dan set 

lainnya diperiksa secara berlala? 

0bl .... 

(6) Apalah tanggpan atas relorendas 

auditor balk internal mau pun 

elsternal ditujulan untuk 

memperkruat/ perbeflan pengendalien 

intern? 
(a) Apakah pejabat pelaksan yang 

mempunyai kewenangan memberi 
keputusan mengenai rekcomendasi 

yang slan ditmplementaaikan? 

(b) .... 

(7) Apakab terdapat elcaisme 

perter uan dengen para pegawai 

da lam rangka memperolebh um pen 

ballk mengenai efeltivitAs 8PI? 
(a) Apalah isu-isu yang releven, 

informasi, dan umpan balk terlait 

dengan efektvitas pengendallan 

intern yang dinyeta.kan dale.n 

pelatihan, seminar, el 

perencanaan, dan pertemuan- 

perter en lain didapatkan dan 
dlgunakan oleh manajemen untuk 

menjewab masalah-resalah atau 
em periruat struktur 

pengeodabian intern? 
0b) ••• 

(8) Apalah pegawai rutin para secar 

dirinta untukr intern? 
(a) Apalah kepede para pegawai 

80car berkcala dirinta untuk 

elalsenakcan lode eti? 

(b) •••• 

(9) Apaka.b terdapet efekthvitaus dari 

kegiatan auditor intern? 



(a] Apalcah kegiatan auditor intern di 

dalam organisasi mempunyai 
tingkat kompetensi dan 

pengalaman di bidangnya? 

(b) .... 

b. Evaluast Terpisah 
(I) Apekah lingkup dan frekuensd 

pelaksanaan evaluasi khusue terhadap 
pengendalian intern trlah memade? 
(a) Apa.kah hail penilaian risiko dan 

efektivitas pemantau.an 
berkelanjutan, dipertimbengkan 
dalan menentukan lingkup dan 
frekruensi evaluasi terpisah? 

0b) •••• 

(2) Apakah metodologi untuk 
mengevaluasi pengendallan intern 
tela.h memadai dan logis? 

Beberapa ha yang perlu 

dipertirbangkan: 
(a) Apakah terdapat instrumen yang 

digunakan cperti checklist, 
eulsioner, atau instruren lain? 

(b) •••• 

(3) Apaba evaluasi ini dllalcukan oleh 

auditor intern, apaka.h mereka 

merifli sumber daya, keram puan 
dan independensi yang memadai 
Hal-had berileut perhu menjedi ba.ban 
pertimbangan: 

(e) Apalah unit auditor intern 
mempunyai pegawal dengan 
korpetensi dan pengalaman untuk 
melalulan evaluasir 

(bl ..... 

(4) Apalab terdapat kecukupen proe 
evahast? 

Beberape hal berikut dapat dijadloan 
pertirban@an: 
(a) Apalab evaluator mempunyal 

kecukupen pea hara terhad4p 

aktivitas organisasi? 
(b) ••••. 

• Penyeleeaian has~l audit 

(I) Apalcah terdapat meanise yang 

dapat menjarin babwa terhadap 
temuan-teuan audit ataupun reviu 
lainnya telah dilakukan penyelesudan 



dengan tepat, antara lain: 
(a) Apaah manajer mereviu dan 

megevaluasi teran-ten uan 

audit ataupun reviu lainnya 

termasuk pcnyimpengan 
penyimpargan dan kemugkinan 
perbalkannya? 

(b) ..•.•• 

(2) Apaka.h manajemen tanggap terhadap 

teuan dan rekcoendasi audit 

ate upun reviu lainnya yang bertujuan 
lepeada perbaikan pengendalian 

intern? 
Hal terscbut dapat terihat dari 
(a) Apalah elsekeutif yang berwenang 

mengevaluasi temuan dan 

rekomendasi serta menentuloan 

tindakan yang tepat untuk 

memperbeiki at.au teningkcatlan 

pengendaian? 
(b) .•••• 

(3) Apela.h tindak lanjut terhadap 

termuan dan reloendas audit 

ataupun reiu lainnya te.la.h 

die.kukan 8ecare memadair Ante.ra 
lain dapeat diketahui dari: 

(a) Apalah mdsalah-maselah pade 

transalsi at.au kejadian tertentu 
dikoreksi ecara tepat? 

(bl ...... 

• 8. 4PU'LA  



4. KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT 

AUDIT KINER.JA 

ATAB . 

TAHON .. 

No. 
Dibuat oleh 

Direviu oleh 

Disetuful oleh 
• 

.. .. 

................. 

................. 

................. 

KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT 

1. Tujuan audit 

................................................................................................................. 

................. . 

................................................................... . 

.... . 

............................................ ······· . 

................................................................................................................. 

2. Periode waktu audit 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.... . 

.. . 

....................................................................................... ······· . 

................................ . 

........................................... .. ······· . 

3. Lingkup audit 

................................................................................................................. 

.................................................................................................... . 

................................... . 

................................................................................................................. 

..................................................... . 

.................................. . 



5. AUDIT PROGRAM 

AUDIT KINER.JA 

ATAS . 

TAHUN . 

No. 

Dibuat oleh 

Direviu olch 

Dlieetujui oleh 

. .. 

................. 

. . 

................. 

Nama Kegiatan 

Sasaran 

Peer~kseen 

Ta.htun Anggaran 

Masa yang diperiksa 

AUDIT PROGRAM 

Diusun oleh 

(llama 8 Paraf) 
Tang8al 
pireview oleh 

(Nara &Paraf] 

Tang8al • • 

No Uralan 
KKA 1d Dlleleakea 

No Rencana Real a encae Reallieasi 

I Perslapan Audit 

fujuan : 

Mentperoleh perahara dan 

gambaran umum ten tang jenis dan 

bentuk leglatan I operasi proyelk 
da selenisne pelalsaannnya 

Prosedur Audit : 

1. Dapetlean dolumen-documen 
eerta peraturan dan pedomen 
yang berlakcu scbagad date urum 
audit seperti: peraturan, pedoman, 
8OP, aporan ktnerje, dll 

2. Lakuloan Penela.haan etas 
dokumen terse but untuk 

memperoleh permahaman ate.$ 

pelalnanaan keg\atan 
3. Buat impulan dalam kertas kerje 
4.dan lain-lain 

n o d d  Ard.it  

L  8u t  le  

Tujuan : 
Untuk men~lad kecukupan dan 

eandaan struktr pengendallan 

intern programn guns menentu kan 

lues penguflen pada tahap audit 
elanjutnya 

Posedur Audit t 

1. Dapatka pera.heran dan 

penenapan unsur-uur BPI di 
quditan 

2. But ringkassn informasl yang 
diperoleh dengan cara meneleah 
elklus terebut scara 

escluruhen dent#fleas 

loeleahon yang potensid dala 
9PL. 



3. Verifkai setlap perubahan dalam 
kebijalnn dan prosedur telah 
didoklurentastkan, disetu/ui, oleh 

maajeen den Juklake telah 
dikomunilasi loan aerta pelatihan 
te lab dlselenggaralra untuke 

pelaleeea program. Evaluasi 
dampak dari kebljakan baru atau 
peruba.hon dela lebijaloan yang 
ada terhadap eudit dan modifikcasi 

ruang lingkcupnya. 
4. uat eirmpulean at SPH 

h. • p d  g a i t  

Tujuan : 
Mezperoleh leyakin.an yand 

reread babhwa target tujuan 
kegiatan telah tercapai, belk sccara 

kegiatan maupun secare keuangan 
pPoeedur Audit ; 

I. Lakukan peta.beman at.a alur 

pengeluaran krgiatan 
2. 

··•····•·•·•················ 

3. . .......................... 

m VELA.ALAN ADDT 
fufuan ; 

Hasil audit lanjutan dapat 
didokumentas~an 
dalam laporn hail audit 

Prosedur Audit; 

• 
Kumpulkan KKA yang ada dan 
melengkapinya 

2, KKA yang rlevan dcngan teman 

di arip terendiri 

3. Bahas materi KKA yang beriandtan 

dengun temus di rsip sendiri 
4. 8usun konsp LHA 
5. Buat daftar lampiran yang 

mend ulung LHA 
6. Bahas konsep LA dengan 

audit.an 

n, Minta tanggapan euditan atas 

konsep LHA 

8. Bahas tanggapan auditan 
9. Finalise.sl LHA 

Dlsiaplan oleh : Disetuui oleh : 

Nara : Nara 

' 
Paraf 

' 
Paraf 

' taoggal : Tang8 I : 



6. KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT 

AUDIT KINER.JA No. 

abatan Paraf Tanggal 

EKRE TATS 

� DAERAN ASIS TEN PEME RN TAHA 

t DAN KF SE AMT RAN 

RAKYAT 

KEPALA BAGAN HUKUM - 
. . . . ..... . ...... 

e h  SB KOORDINATQR... 
\:.;.t....- 

[ fRwoAw6,-uwoA+GAN 
Dibuat o 
Direviu o 

Disetujui oleh 

AT AS .............•••........•• 

TAHUN . 
Logo 

Perda 

KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT 

Tujuan kegiatan pengujian data adalah menentukan bukti bukti pemeriksaan 
yang penting dan perlu sebagai bahan penyusunan suatu temuan pemeriksaan, 
kesimpulan pemeriksaan.dan usul rekomendasi. 
I. Daftar sumber data yang diperole h: 

................................................................................. ···········••····•·· . 

..... ····· ················ ··•······················•· ········ . 

..... . . 

..... . .. ·•···•·· ························••··· . 

............. . ················· ·······•··· . . 

2. Teknik analisis yang digunakan: 

.. . . ·························•···•······••···••·· ·············· 

...... .. .. . . . . . . . . 

.......... .. . 

. .. ···········-- . . . ······· . 

3. Ringkasan hasil analisis: 

.. . . .. . . . .. ··•····· . 

....... .. .. . . 

4. Usul rekomendasi 

................. ··········· ···················--········ 

................................. ····•··•···•············•······· . 

········ ······································•··········· . 
. . . 

ha hatan Paraf I aggal 

[ S A H R  

iR TARI IRMI� 
"111,.0011m,1.1oll; / 
44444/4 

4Mt f 

BUPAT! JNDRAMAYU, 

us 
NINA AGUSTINA 


